
BUPATILEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATVRIJf BUPATI LEBONG 
l'IOMOR f T TAHUl'I 2015 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA 
SADAN LINOKUNGAN HIDUP, 

Menimbang 

Mengingat 

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 
KABUPATEl'I LEBONG 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Oalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Oaerah, pasal 39 ayat (3) Pemerintah Oaerah 
dapat memberikan tambahan pengha silan berdasarkan 
beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang di bebani 
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 
dinilai melampaui beban kerja normal; 

b. bahwa untuk mencapal profesionalisme dan 
produktifitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal 
di bidang Pemulihan dan Analisa l,ingkungan, 
Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran 
1,ingkungan, K.ebersihan dan Pertamanan dipandang 
perlu memberi trunbahan penghasilan berdasarkan 
beban kerja kepada Pegawai Negeri S ipil Badan 
1,ingJrungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten l,ebong; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
dimaksud pada huruf a dan huruf b 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

sebagaimana 
diatas, perlu 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kcpahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4349); 

• 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Keuangan Negara (Lembard.D Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4287; 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis.tern 
Perenca.naan Pembangunan NasionaJ (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba..han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah, dengan Peraturnn 
Pemerintah Pengangganti Undang-Undang NomoT 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Beriakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkuiu 
(Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4758); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 006 
Nomor 25, Tambahan Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 4614); 



Menetapkan 

I L Pera.turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 cem.ang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

12. Kcputusan Pres:iden Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Angga.ran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 
2010. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
scbagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keua.ngan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkun_gan 
Departemen Oalam Negeri dan Pcmerintah Daerah; 

15. Perat\li'an Menteri Da.lam. Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara PenyuSWllan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pe laksanaao Renc-ana 
Pembangunan Daerah (Serita Da.erah Nomor 5 17); 

l 6. Peraturan Mente.ri Dalam Negeri Nomor O I Tahun 2014 
tcntang Pemebcnrukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 
2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Lebong Nomor O I tahun 
2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 
Ka bu paten Lebong Nomor O I Tuhun 2008; 

18. Peraturan Oaerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang 
Aoggaran Pcnda.patan dan Belanja Daerah (AP'BD) 
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 20 15; 

19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBO) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 
2015; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBABAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN BERAN KERJA PADA 
BADAN LJNGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN 
PERTAMANAN KAIIUPATEN LEBONG. 



BAB! 
KETENTUAN UMVM 

Pasal l 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. 'irambahan pcnghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar 
gaji bulanan. 

2. Beban kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil yang 
melarnpaui beban kerja normal. 

3. Kepala Badan Lingkungan ltidup Kebersihan dan Pertamanan adalah 
Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pcrtrunanan 
Kabupaten Lebong selaku koordinator. 

4. Sekretaris Badan Lingkungan Hidu p Kcbersihan dan Pertamanan adalah 
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan clan Pertamanan 
Kabupaten Lebong. 

5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Badan Ling)rungan Hidup 
J<ebersihan dan Pertamanan Kabupatcn Lebong. 

6 . 1Kasubbid / Kasubbag adalah Kepala Sub Bidang clan Kepala Sub Bagian 
di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupatcn Lebong. 

7. :Staf adalah St.af di Lingkungan Bad an Lingkungan H idup, Kebersihan 
dan Pertamanan Kabupaten Lebong. 

8. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang 
Pegawai Ncgeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan 
Kepcgawaian digunakao sebagai dasar penggajian. 

9. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur 
dalam ketentuM per!lturan perundang-undnl!,an yang berlaku tcntang 
gaji Pegawai Negeri Sipil. 

BABll 
TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal2 

l. Pemberian Tambahan Peoghasilan berdasarkan beban kerja pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan <Ian 
Pertamanan Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat 
dan golongan / ruang; 

2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalan, pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksana tugas•tugas di bidang 
Pemulihan dan Analisa Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan, Kebersihan clan Pemm.anan yang 
terkoordinasi dan terarah untuk m.encapai kinerja yang maksimal; 

3. Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kcrja sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayal (1) dan ayat (2) setiap bulannya adalab: 



No Eselon, Pann"•tl Gofonn• ~ Jnmlab vane diberikan IPerbulanl 
I. Eselon II b RP. J.000.000.-
2 . Eselon Ill a Rn. 2.750.000 • 
3. Eselon ID b Rn. 2.500.000,· 
4. Eselon IV a R • . 1.250.000.· 
5 . Staf Funesional Gol 4 R . 950.000,· 
6 . Staf Gol 111 R,. 950.000.-

7. Staf Gol II Rn. 750.000 -
8. Staf Gol I Rn . 500.000,· 

Pasal.3 

Pcmberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur Sadan 
Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pasal 
2 ayat (3) diberikan mulai bulan Januari 20 I 5 dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sadan Lingkungan Hidup, Kebersihan 
dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai 
dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidlang 
dalam rangka Pemulihan dan Analisa Lingkungan, Pengawasan dan 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan. 

b. Apabila Pegawai l'fegeri Sipil dilingkungan Sadan Lingkungan Hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan tid~ masuk kerja (satu) hari kerja tanpa 
keterangan akan dipotoog sebesar 3 (tiga) persen dari tamba.ban 
penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya. 

c. Apa.bila Pegawai Negeri Sipil tid ak masuk kerja harus ada izin / 
rekomendasi dari atasan langs\llllg dan disetujui oleh kepala Sadan 
Lingkungao Hidup, Kebersihan clan Pertamanan. 

d. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan 
dan Pertamanan yang tidak mengikuti ape! pagi dan atau siang ackan 
dipotong sebesar 2 (dua\ persen dari tambahan penghasilan yang 
seharusnya diterima perbulannya. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas perencanaan Badan Lingkungan Hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, 
berk-eadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemancliriao 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. 

Pasal 5 

I. Sesarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas 
komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fumgsi 
dari jabatan struktural, staf atau peran nyata mclaksaoakan tugas lainnya 
unruk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

2. Komponen disiplin memillki bobot 60% sedangkan pencapaian kincrja 
memiliki bobot 40%; 

3. Tatacara perhitungan tambahan penghasilan yang menerima sebagaimana 
tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

I 



Segala biaya yang timbul akibat clitetapkannya Perarurao Bupati ini 
clibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bupacen 
Lebong pada DPA Badan Lingkungan Hldup Kebersihan dan Penama.nan 
Kabupaten Lebong. 

BABW 
KETENTU:AN PENVTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bu lan Januari 2015. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangao 
Peratura.n Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Da e rah 
Kabupaten l..ebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal ilS - 0 1 - 2015 

/ BUPATI LEBONG /"'] . 

Av ~r~~r~ 
4te. RO ONSYAH 

Diu ndangkan di Tubei 
pad a tanggal ~ m c,.re I 20 I 5 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR. .. 

PM RINTAH K~BUPATEN tEBONG 
81G1111 u11111111 ~111 v,011 ~1111 ~ 1.: , 1 µ 
• ,I\ li\11nvnum ... !iii, r11.1 .... K .tii.r.n 1,.• . ... ~., 

PENEL.6.1,H PROOUK r.1JKUM .iA_ 
" KABU?ATEN lEBONG,, 



Nomor : /7 
Tanggal : ~~ 

JENIS PENILAIAN 

Tahun-2015 
re W""I 2015 

TAMBAHAN PEIIGHAStLA.N ATAS BEBAII KERJA 
PADA SATUAN KERJA BADAN LIIIGKUIIGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAIi 

PERTAMAIIAII KABUPATEN LEBONG 

KO JEKIS PEIIUJ,JAN PENGURANGAN KETERAJIGA!I DE DISIPLIN 

BOBOT 60% STAI' PEJABAT 
TERT11'GGI 9TRO)(. 

TlJRAL 

l Tcrlambat 5-10 kali 5% LO% Daftar nadir 
datang Diatas 10 10 % 20% Daftar hadir 

kali 
2 Pulang ccpat 5- l0 kali 5'% 10 % Daftar hadir 

Diatas 10 10 % 
kali 

20% Pejabat penilai 

3 Tidakbadir 5-10 hari 20% 30% Daftar hadir 
kcrja 
Diatas 10 30 % 40% 
hari 
keria 

4 Meninggalkan Setiap 5% 10% Pcjabat penilai 
tu gas pada jam surat 
keria Te'"• .. an 

5 Tanpa i.zin Setiap 1 JO% 20% Daftar hadir 
Tidak hadir hari 
tanpa kerja 
keteran"an 

6 Tidak mengikuti Setiap 10% 20% Daftar hadir 
Kegiatan lebih dari 
Kenegaraan / 2 kali 
ra"0 l I lain-lain 

7 Senam Apel / 80% 60% Sekretaris Daerah / 
lain-lain Asisten / Kepala Din.as 
Dikenakan atau Sadan pejabat 
sanksi sesuai berwenang sesuai 
PP53 Tahun dengan peraturan 
2010 
Catatan : 
Total 
Pe~rangan 
disiplin lidak 
lebih dari 60 % 

' PEMERlllTAH KA8U?AEN LEBONG 
• 01.r,1un111KII" ','l11::,11,wio::~1.H, 

..(l.l\l;1,~f1 r;u ., l. . ti\,,. wr. ... ,~.;i• n.;.M 



KODE 

l 
2 
3 
4 
5 

Lampu-an u 1traruran i:,upau 1..eoong 
Nomor : 17 Tahun 2015 
Tanggal : 3 5 ,,,,,,,..t 20 I 5 

KOMPOSISI DISIPLIN 
TAMBAHAN PENGHASlLAN ATAS BEBA!I KERJA 

PADA SATUAN KERJA BADAN LINGKUNGAN, HIDUP 
KEBERSIHAN DAN PERTAMAl(Al'f 

KABUPATEN LEBONG 

JENIS PENILAIAN N1LAl KINERJA 
PENANGGUNO 

JAWAB 

BOBOT TERTINGGI 40 STAF 
PEJABAT 

% STRUKTURAL 

SANGATBAIK 40% 40% Peiabat Penilai 
BAIK 35% 30% Peiabat Penilai 
SEDANO 20% 10% Peiabat Penilai 
KURANG BAIK 5% 5%, Peiabat Penilai 
TIDAKBAIK 0% 0% Pejabat Penilai 

Catatan: 
Elemen yang dinilai 

a. Pemahaman 
atas rupoksi 

b. rnovasi 
c . Kecepatan 

kerja 
d. Keakuratan 

kerja 
e. Keri asama 

{,sUPA'l'J LEBO~,(;_ 

I ., ') 
-- I 47 H. ROSJONSYAH 


